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BUPATI BANGLI 

 
PERATURAN   DAERAH  KABUPATEN  BANGLI 

NOMOR 8 TAHUN  2011 

TENTANG 
 

RENCANA  PEMBANGUNAN  JANGKA PANJANG DAERAH  (  RPJPD) 

KABUPATEN  BANGLI  TAHUN  2005-2025 

 

 
DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 

 

BUPATI   BANGLI, 
 

 
 

Menimbang a.     bahwa Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah 

pembangunan daerah  .        yang     mengacu     kepada     Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); 

 
b.  bahwa     untuk     menciptakan      integrasi,      sinkronisasi      dan 

mensinergikan perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan, dan 
pengawasan  pembangunan  dalam  kurun waktu   20 (dua  puluh) 

tahun  perlu menyusun  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangli Tahun 2005-2025; 
 

 

C.

. 

c. bahwa     sesuai  ketentuan  Pasal  13  ayat  (2)  Undang-Undang 

Nomor 25     Tahun     2004     tentang     Sistem     Perencanaan 

Pembangunan Nasional,         Rencana    Pembangunan    Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan peraturan daerah; 

 
d.  bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam 

huruf a, huruf b  dan huruf c perlu membentuk   Peraturan  Daerah 

tentang Rencana    Pembangunan    Jangka     Panjang    Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Bangli Tahun 2005-2025;
 
 

Mengingat 1. Undang-Undang   Nomor  69  Tahun  1958  tentang  Pembentukan 

 Daerah-daerah  Tingkat II  dalam Wilayah Daerah-daerah  Tingkat I 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1958 Nomor  122,   Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara   yang   Bersih  dan   Bebas   dari   Korupsi,   Kolusi  dan 
Nepotisme  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1999 
Nomor  75,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 3851); 

 

3. Undang-Undang   Nomor   25   Tahun    2004    tentang    Sistem 
Perencanaan Pembangunan    Nasional     (Lembaran    Negara 
Republik Indonesia   Tahun   2004    Nomor    104,   Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

4.    Undang-Undang  Nomor 32 Tahun  2004 tentang  Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 
Nomor  125, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008             Nomor 59, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

5. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

6.  Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2007   tentang   Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007      Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

 

7. Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

8.  Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun  2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI 

 
dan 

BUPATI BANGLI 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN  DAERAH TENTANG  RENCANA  PEMBANGUNAN 
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BANGLI 
TAHUN 2005-2025.
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BAB I 

 KETENTUAN  UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini,  yang dimaksud dengan : 
 

1  .              Daerah adalah Kabupaten Bangli. 
 

2. Pemerintah   Daerah   adalah   Bupati   dan   perangkat   Daerah 
sebagai unsur penyelenggara  Pemerintah Kabupaten. 

 

3.    Bupati adalah Bupati Bangli. 
 

4.     Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disebut 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
BangIi. 

 

5.     Satuan   Kerja   Perangkat   Daerah   yang   selanjutnya   disebut 

SKPD adalah    Satuan     Kerja    Perangkat     Daerah    pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. 
 

6.     Pembangunan  Daerah adalah pemanfaatan  sumber daya yang 

dimiliki   untuk   peningkatan   kesejahteraan    masyarakat   yang 

nyata,    baik   dalam   aspek   pendapatan,    kesempatan   kerja, 

lapangan  berusaha,  akses  terhadap   pengambilan   kebijakan, 

berdaya   saing,   maupun   peningkatan   indeks   pembangunan 

manusia. 
 

7.     Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Kabupaten 

Bangli  yang   selanjutnya   disebut   RPJPD   Kabupaten   Bangli 

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 
periode   20  (dua  puluh)  tahun   terhitung   sejak  tahun  2005 

sampai dengan tahun 2025. 
 

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 
pada akhir periode perencanaan. 

 

9. Misi adalah rumusan umum mengenai  upaya-upaya  yang akan 

dilaksanakan  untuk mewujudkan visi. 
 

 
 

BAB II 

 
MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) 

 
Pasal 2 

 
(1)    Penyusunan  RPJPD mengacu  pada Rencana  Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional. 

 
(2)  Rincian   RPJPD   sebagaimana    dimaksud    pada   ayat   (1) 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan  bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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(3) RPJPD   sebagaimana   dimaksud    pada   ayat   (2)   menjadi 

pedoman penyusunan    Rencana    Pembangunan     Jangka 

Menengah   Daerah  yang   memuat   visi,   misi  dan   program 

Bupati. 
 

 
BAB Ill 

SISTEMA Tl KA 

Pasal 3 

RPJPD  Kabupaten  Bangli sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 2 
ayat (2) terdiri dari : 
a. BAB I PENDAHULUAN; 

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 

c. BAB Ill ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 
d. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH 
e. BAB V ARAH KEBIJAKAN; dan 

f. BAB VI PENUTUP. 

C.     ·. 
 

BAB  IV 

PENUTUP 

Pasal4 

Peraturan  Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya,   memerintahkan  pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangli. 
 

 
Ditetapkan di  Bangli 

pada tanggal  1 Desember 2011 

BUPATI BANGLI      
 
 
    ttd 
 
 

I   MADE GIANYAR 
 

Diundangkan di Bangli 

pada tanggal 1 Desember 2011.1 

SEKRETARIS  DAERAH  KABUPATEN BANGLI, 
 
 
               ttd 
 
 

I   WAYAN SUTAPA 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN   2011  NOMOR    8 
 
 

  Salinan sesuai dengan aslinya 

  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

   SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

                                   ttd 

            IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI 

            PEMBINA TK.I (IV/b) 

            NIP.19650210 199503 1 003 
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PENJELASAN 
ATAS 

 
RANCANGAN  PERATURAN DAERAH KABUPATEN  BANGLI 

NOMOR   8   TAHUN   2011 

TENT ANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN  JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) 

KABUPATEN BANGLI TAHUN 2005-2025 
 

 
I.      UMUM 

 
Pemerintah  Daerah Kabupaten Bangli mempunyai tugas dan kewajiban untuk 

menetapkan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  (RPJP)  Daerah yang merupakan  

dokumen   perencanaan   pembangunan   daerah  untuk  periode  20  (dua puluh) tahun 
memuat visi,  misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). 
 

Upaya  pengembangan     dan  penerapan  sistem  pertanggungjawaban   yang 

tepat,  jelas  dan  dipercaya,   sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan 
dapat berlangsung secara berdayaguna,  berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab,   serta 

bebas dari korupsi,  kolusi dan nepotisme,  ditetapkan melalui RPJPD dengan  

memperhitungkan  faktor  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup, kependudukan,  

pendidikan,  kesehatan,   SOM,   gender,  ekonomi,   politik,   hukum  dan IPTEK.  Peraturan   
perundang-undangan    mengamanatkan   Rencana   Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan peraturan daerah. 
 

 
II.    PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  
Cukup jelas,

Pasal 2  
Cukup jelas,

Pasal 3 

                                                                       Pasal 4 

 
Cukup jelas, 
 

 
Cukup jelas,
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